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Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi dan korban berhak
memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,bebas dari ancaman pelaku yang berkenaan dengan
kesaksian, memberikan keterangan tanpa tekanan,bebas dari pertanyaan yang menjerat,mendapat informasi mengenai
perkembangan kasus,mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan,mendapat
identitas baru,mendapat tempat kediaman baru,memperoleh penggantian biaya tranfortasi,mendapat penasihat hukum,memperoleh
bantuan biaya hidup. Namun dalam kenyataannya perlindungan terhadap korban secara menyuluruh hak-haknya belum terpenuhi
dalam penerapan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan sebanyak-banyaknya kepada korban menjadi kurang maksimal
dilapangan . 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses perlindungan terhadap korban tindak pidana percobaan aborsi yang
dilakukan oleh anggota polisi, upaya upaya yang memulihkan hak-hak korban serta peran penegak hukum terhadap hak korban
tindak pidana percobaan aborsi yang dilakukan oleh anggota polisi.
Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder
dengan mempelajari buku-buku, undang-undang, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Sedangkan
penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus ini melalui beberapa tahapan dari
unit PPA menerima laporan dan pengaduan untuk diproses dan dari P2TP2A memberikan perlindungan berupa bantuan
hukum,layanan medis dan psikilog.Dalam upaya  pemulihannya hak-hak korban dan peran penegak hukum terhadap hak korban
yaitu kurang interaksi dan komunikasi untuk mengayomi dan melayani korban dengan sebaik mungkin belum sesuai dengan yang
diharapkan dalam memastikan kondisi dan keamanan korban dari ancaman pelaku dikarenakan kurangnya peran aktif penegak
hukum dalam memberikan informasi kepada korban sehingga hak korban belum terpenuhi.
Disarankan kepada Negara atau pemerintah serta penegak hukum untuk lebih memfokuskan perhatian terhadap korban,
perlindungan diberikan kepada korban tindak pidana agar  sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur dan  terealisasi sesuai
dengan kenyataan dilapangan.
